BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Flores Timur tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Menetapkan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Dacrah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E
Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores
Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun
2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1

Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);

10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Flores Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Flores Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);

12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Flores Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Flores Timur Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2025.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Dacrah adalah Kabupaten Flores Timur.

2. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.

4. Perangkat Daecrah yang sclanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah
Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang
selanjutnya  disingkat BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur yang
melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang
urusan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta
invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026
yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode
tahun 2023-2026.

7. Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-
2026 yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya
disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terkur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

11. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian
kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk
keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact).

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencanan belanja program dan kegiatan Perangkat

Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode tahun 2025
yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari
Renstra PD, yang memuat rencana Program, kegiatan, lokasi, dan
kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan sesuai /
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dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada
RKPD Tahun 2025.

(3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

a. babl  pendahuluan;
b. bab il  hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
¢. bab Il tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

d. bab IV rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
¢. babV  penutup.

(4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2025 sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi
pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi
pelaksanaan RKPD Tahun 2025.

(2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BAPPERIDA.

(3) Kepala BAPPERIDA melakukan evaluasi RKPD Tahun 2025 dengan
menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores
Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 6 Agustus 2024
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. L. RASYID

Diundangkan di Larantuka Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 6 Agustus 2024 KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN FLORES TIMUR,

,-—
i YORDANUS HOGA DATON
~—PEMBINA TK.I
PRTFLE PRI MARIN NIP. 19780426 200212 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 11
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